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Abstrak
 

Alat bukti dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran

adanya perbuatan tindak pidana, yang dibutuhkan dalam sistem pembuktian persidangan yang bersifat

legally guilt. Dalam hal ini, keterangan saksi memiliki kedudukan penting dalam pembuktian dengan

memuat informasi mengenai alur terjadinya suatu kejahatan. Saksi bisa saja melakukan penyimpangan

hukum dikarenakan kepentingannya dipersulit oleh pihak tertentu sehingga melakukan tindak pidana.

Kekuatan pembuktian dalam menetapkan perubahan status saksi menjadi tersangka perkara tindak pidana

korupsi berdasarkan konsep factual guilt berdasarkan Pasal 183 KUHAP setidaknya harus memenuhi

minimal 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan saksi tersebut secara formil dan materil memiliki keterlibatan

untuk dijadikan tersangka agar pembuktian dapat dilakukan. Skripsi ini membahas mengenai kekuatan

pembuktian alat bukti dalam menetapkan perubahan status saksi menjadi tersangka berdasarkan konsep

legally guilt dan factual guilt dimana penerapan konsep keduanya diterapkan dalam proses persidangan

tindak pidana korupsi, dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan kualitatif serta

menggunakan bahan kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa putusan pengadilan dapat digunakan

sebagai alat bukti surat dalam menetapkan saksi menjadi tersangka, yang dibutuhkan Jaksa Penuntut Umum

sebagai bukti dalam pembuktian factual guilt. Kemudian proses persidangan dapat dilanjutkan apabila Jaksa

Penuntut Umum yakin bahwa alat bukti yang ada dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian

berdasarkan konsep legally guilt.

......Evidence is used as evidentiary material in order to create a judge's belief in the truth of the existence of

a criminal act required in a trial evidence system that is legally guilt. In this case, witness' testimony has an

important position in evidence by the information about the flow of a crime. Witnesses may commit legal

deviations because their interests are complicated by certain parties so that they commit criminal acts. The

strength of proof in determining the change in the status of a witness to a suspect in a corruption case based

on the concept of factual guilt, based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, must fulfill at least 2

pieces of evidence that show that the witness formally and materially has involvement to become a suspect

so that proof can be carried out. This thesis discusses the evidentiary power of evidence in determining

changes in the status of witnesses to suspects based on the concepts of legally guilt and factual guilt where

the application of both concepts is applied in the trial process for corruption crimes, using doctrinal methods

with a qualitative approach and using library materials. This study found that court decisions can be used as

written evidence in determining witnesses to be suspects needed by the Public Prosecutor as evidence in

proving factual guilt. Then the trial process can be continued if the Public Prosecutor believes that the

existing evidence can lead to the judge's confidence in proving based on the concept of legally guilt.
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